KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR : PP0.420/214/11/2016

TENTANG

PENETAPAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERTI MOTABENAR

Menimbang

Mengingat

KECAMATAN TASIFETO TIMUR KABUPATEN BELU

BUPATI BELU,

bahwa Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan  pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

bahwa Pendirian satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal ditujukan untuk menjamin akses masyarakat atas
pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan
terjangkau dengan memperhatikan mutu dan daya saing
pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan, dan/atau
kondisi masyarakat. .

bahwa kewenangan penetapan pendirian satuan pendidikan
formal di daerah adalah kewenangan kepala daerah dengan
tetap berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan
standar nasional pendidikan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Bupati Belu tentang Penetapan Ijin Pendirian dan
Operasional Satuan‘Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri
Motabenar Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu.
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tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Katupaten
/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.



